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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea
Masuk.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nilai pabean adalah nilai pabean
dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF). Dalam hal nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai
pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik. Dalam hal nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi dan nilai transaksi
barang identik, nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang serupa. Nilai transaksi
merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada
penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-
biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya
dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang
seharusnya dibayar. Nilai transaksi harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi
persaingan bebas. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat
Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. Pejabat Bea dan
Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum
penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pemberitahuan pabean impor. Untuk kepentingan penetapan kembiali nilai pabean, Direktur
Jenderal dapat meminta penjelasan dan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dan keakuratan
nilai transaksi yang diberitahukan. Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen
dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Untuk pemberitahuan pabean impor dengan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Keuangan ini, penentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 tentang Nilai Pabean Untuk
Perhitungan Bea Masuk.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996tentang Nilai Pabean Untuk
Perhitungan Bea Masuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 01 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 01
September 2010.

- Lampiran: halaman 1-49.


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1996/690~KMK.05~1996KEP.htm

